PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

JIn. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 /& / C-STR/2020

TENTANG

| EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA
| SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SUTERA,

Membaca : Surat Wali NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
Kecamatan SUTERA Nomor : 140/08/WN-KNTUS /2020
tanggal 10 Februari 2020 perihal Penyampaian Rancangan
APB NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH Tahun
Anggaran 2020;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI KOTO NAN
TIGO UTARA SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaym
Lingkungan  Daerah Pmpmsx - Sur

Nomor 25) Jis Undan
1957 ( Lembaran
1957 nomor 77) jo L
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Undan.g'U“dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang |
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun ;
' 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran ‘
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana |
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 |
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
' dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
' telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
. Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
: Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
' Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
' 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5694); |

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ‘
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Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
ahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015
Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017
Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun
Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus
Nagrai Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil [
Pajak Daerah dam Restribusi Daerah setiap Nagari Yang :
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja :
Daerah Tahun Anggaran 2020; i

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun
Anggaran 2017,

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI KOTO NAN TIGO
UTARA SURANTIH Kecamatan SUTERA hentang Anm

Pendapatan dan Bclan,)a Nagan 'I’a.hun
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KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan
penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan
Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil
Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
keputusan ini.

KETIGA . Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak

menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi
Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan

dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT . Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak

terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagar yang telah
dilakukan Evaluasi.

KELIMA . Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait

pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan
tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum
dikemudian hari.

pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 17 Februari 2020

e i

' Pembin Tk.I (IV-B)
Nip. 196212341 198303 1 117

Yth. 1.Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2.Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

3.Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

4.Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

S.I;epala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di
ainan;

6. Kepa]a Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di

Painan;
7.Ketua BAMUS NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH.




LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 [eb/C-STR/2020
TANGGAL  :/7 Februari 2020

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA

SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM
1. Alokasi anggaran dalam Rancangan

Peraturan NAGARI KOTO NAN

TIGO UTARA SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang APB Nagari

Tahun Anggaran 2020 yaitu :
Pendapatan sebesar Rp 1.510.961.289,00,- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 0,00,-
2) Dana Transfer sebesar Rp 1.988.089,00,-
3) Pendapatan Lain - Lain Rp 0,-

4) Bantuan keuangan provinsi Rp. O,-

Belanja sebesar Rp 1.540.218.748,28,-,- dengan rincian :
1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Rp 506.684.806,61,-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 816.926.354,56,-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 109.607.087, 11,-

dayaan masyarakat Nagari Rp 96,500.000,00,-

4) Bidang pember
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Rp 10.500.000,00,-

Pembiayaan sebesar Rp 59.257.459,28,- dengan rincian :
1) Penerimaan Pembiayaan Rp 30.000.000,00,-
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 29.257.459,28,-

a.

Peraturan NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari
Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim
Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati

Pesisir Selatan.

. Rancangan
tentang Anggaran

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
a, Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian
serta dasar hukum penerimaannya

b. Scluruh pfndapatan naga.rl dianggarkan secara bruto dalam APB
Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan
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D:rllam menganggarkan pendapatan
Pengangegaran pendapatan tersebut

tidak boleh dj :
€ : ikuran 1 dene: AL .
menghasilkan Pendfpat ngan belanja yang digunakan dalam rangka

an tersebut.

agar nagari mempedomani prinsip
diatas.

Dis: ‘
1sarankan pada nagari memperbaiki :

1. Bid:
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

a.

Operasional Ambulan nagari, disarankan kepada nagari untuk
m'embuat SOP nya, sehingga untuk biaya perawatan tidak
dibebankan kepada nagari

Kegiatan operasional kantor, SPPD dilengkapi dengan undangan
dan laporan SPPD

Biaya belanja jasa langganan Koran, disarankan kepada nagari
cukup 1 koran saja.

Kegiatan Biaya Pemeliharaan ambulan, disarankan kepada nagari
untuk dikaji ulang kembali.

Kegiatan Operasional BAMUS, disarankan kepada nagari : kegiatan
BAMUS harus jelas( jika ada rapat / sidang dilengkapi dengan
berita acara, daftar hadir dan dokumentasi).

Kegiatan Musrenbang nagari, untuk kegiatan sewa ruang dikaji
ulang kembali, karena nagari KNTUS sudah mempunyai gedung
serbaguna.

2. Bidang Pembangunan:

Kegiatan Pembangunan sesuaikan dengan nomenklaturnya.

Kegiatan JUT sarasah, disarankan kepada nagari untuk lebih
merinci nama kegiatan ( JUT / Pemasangan TPT)

Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Kandang, disarankan kepada
nagari untuk kegiatan yang memakai alat berat, perhatikan PKT
minimal 30%.

Kegiatan pembayaran honor PPKN, Sesuaikan dengan Perbup
standar biaya .

Kegiatan pembangunan RTLH, Sesuaikan Spesifikasi RTLH( ringan,
sedang, berat) dengan hasil survey.

Kegiatan jambanisasi jumlah pengadaan jamban sesuaikan dengan
Perbup standar biaya( minimal 5 unit).

Kegiatan bidang Pembangunan ( Biaya belanja modal : Aset nagari),
belanja material: barang yang diberikan kepada masyarakat.

- — " -
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3. Bidang Pemberdayaan
a. Kegiatan P
€mbayarg
e . N Honor
. 4 Nagari Untuk mcnsurv::(i j/umatlj'%
Dlsarankan kep d
Subuh gj MDA (

dan MDA disarankan
ada ng ari
LDS) Bar untyk Mengagarankan kegiatan didikan

murid,

Kegiatan
mb.
ari danape 2yaran Honor kader, keder

nagar; :
kegiatay, Barl harus aqq kegiatannya ¢

Kegiatan Pelatihan dibuat perpaket,

- Kegiatan liga desa, : : i
rinci kegiatan ), ¥ kegiatan dibuat 2 (Kontribusi dan RKA

Kegiatan Pembinaan LPMN:

. disarankan kepada nagari untuk
membuat kegiatan Pertemua

ak
Kegiatan Pembinaan Majelis taglim , disarankan kepada nagari
sumber dana (ADD) dan

: jilka menggunakan sumber dana DD, maka
kegiatan berupa pelatihan atau pemberdayaan.

h. Kegiatan Peningkatan kapasitas dan study kooperatif wali nagari

dan perangkat, disarankan kepada nagari pedomani perbup
standar biaya, dan har

ga tiket, trnasportasi ke bandara tidak boleh
Ls ( lansam).

Kegiatan Senam sehat PKK, disarankan kepada nagari untuk
kegiatan pembayaran honor instruktur dikaji ulang kembali.

Disarankan kepada nagari untuk menggarakan Kegiatan lanjutan
Konvergensi stunting ( pos gizi dan PMT untuk anak stunting).

Konsideran : peraturan wali nagari tentang kewenangan nagari
nomornya harus konsisten .

Notulen berita acara pembahasan rancangan APB bersama Bamus
dilampirkan.

C. BELANJA

i i kewenangan
ja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan _
¢ El;\fallznajr? meli%)uti kewenangan di bidang penyclenggarafm Pememtl)tainhaanan
i laksanaan Pembangunan agari, pembi

ggr%xtéirarakg:an Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan
Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakars:a masyarak_at,'kewcna_nﬁ
| ang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Prppmsn/ F'emenn1 ;
3I{{abipaten kewenangan lain yang dli:ugaskar;1 " ca>se&ll

| Pemcrintal;/ Pemerintah Propinsi/Pemerintah Ifa&p;:er;ﬂla S

i usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lo IS

am rangka i prinsi j but, agar

nuhi prinsip penganggaran belanja tersebut,
Dalm r?)rr::xam' gl:l:we an gupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
memped
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuan Nagari di Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2017 = : ’

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi
Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan
vang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas
dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun
2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam

menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari
berdasarkan RKPNagari tahun 2019.
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Surantih,

Februari 2020

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

I

: NAMA JABATAN DALAM TIM
2 S i
1. | Fachruddin, SH Ketua
2 Sefni Indra Juita, SE Sekretaris
3. | Akpal Rizonly
4. Iwal, S.Pt
5. | Akmal
6. | Eli Suryani
7| Yul Afrianti, SH
8. |Suprial, ST
9. |H. Novrizal Chan, SH
10. | M. Igbal
C e ISR
11. | Jumaidi, ST
| Chintia Pratama Putri,
12. |gpd |
13. | Al Afdhal
—lu Khairanilis, SP

2. | (_S.{MB:
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